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A B S T R A C T    
This research is motivated by the initiative of the Surabaya City 
Government in providing safe, comfortable, and affordable public 
transportation services through the Suroboyo Bus Program to reduce the 
level of congestion. Although strategic, the implementation of this policy 
still faces major obstacles in the form of budget limitations that have a 
direct impact on fleet maintenance, the provision of bus stop facilities, and 
the development of service routes. In addition, the problem of long 
waiting times and low public literacy of operational mechanisms also 
hinder the achievement of targets. This study aims to describe the 
implementation of the Suroboyo Bus Program at the Surabaya City 
Transportation Agency using the George C. Edwards III model which 
includes communication variables, resources, disposition, and 
bureaucratic structure. The approach used is qualitative descriptive with 
data collection techniques through interviews, observations, and 
documentation studies. Data analysis is carried out systematically 
through the stages of reduction, presentation, and drawing conclusions. 
The results of the study show that the implementation of the program has 
not been optimal. In the aspect of communication, socialization has not 
reached all levels of society equally. From the dimension of resources, 
budget limitations are the dominant inhibiting factor for the quality of 
facilities and infrastructure. However, the implementing disposition 

shows a strong commitment and the bureaucratic structure has been supported by adequate Standard 
Operating Procedures (SOPs). The research concludes that the success of the program requires strengthening 
fiscal support, improving the quality of public facilities, and intensifying socialization massively to optimize 
the implementation of public transportation in the city of Surabaya in order to achieve the policy goals that 
have been set. 
A B S T R A C T 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh inisiatif Pemerintah Kota Surabaya dalam menyediakan layanan 
transportasi publik yang aman, nyaman, dan terjangkau melalui Program Suroboyo Bus guna menekan 
tingkat kemacetan. Meski bersifat strategis, implementasi kebijakan ini masih menghadapi kendala utama 
berupa keterbatasan anggaran yang berdampak langsung pada pemeliharaan armada, penyediaan fasilitas 
halte, serta pengembangan rute layanan. Selain itu, persoalan lamanya waktu tunggu dan rendahnya literasi 
masyarakat terhadap mekanisme operasional turut menghambat pencapaian target. Penelitian ini 
bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Program Suroboyo Bus di Dinas Perhubungan Kota 
Surabaya dengan menggunakan model George C. Edwards III yang mencakup variabel komunikasi, sumber 
daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan 
teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta studi dokumentasi. Analisis data dilakukan 
secara sistematis melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa implementasi program belum berjalan optimal. Pada aspek komunikasi, sosialisasi 
belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Dari dimensi sumber daya, keterbatasan 
anggaran menjadi faktor penghambat dominan bagi kualitas sarana dan prasarana. Namun, disposisi 
pelaksana menunjukkan komitmen yang kuat dan struktur birokrasi telah didukung oleh Standar 
Operasional Prosedur (SOP) yang memadai. Penelitian menyimpulkan bahwa keberhasilan program 
memerlukan penguatan dukungan fiskal, peningkatan kualitas fasilitas publik, serta intensifikasi sosialisasi 
secara masif guna mengoptimalkan penyelenggaraan transportasi umum di Kota Surabaya demi mencapai 
tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. 
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PENDAHULUAN 

Transportasi publik memiliki peran strategis dalam mendukung konektivitas, aktivitas 

ekonomi, dan mobilitas sosial masyarakat, sekaligus menjadi instrumen pemerataan 

pembangunan di wilayah perkotaan. Dalam konteks ini, transportasi tidak hanya berfungsi 

sebagai sarana perpindahan, tetapi juga sebagai penunjang dinamika kehidupan sosial dan 

pemerintahan yang semakin kompleks akibat pertumbuhan penduduk dan kepadatan wilayah 

(Novita, 2022). Peningkatan kualitas angkutan umum di perkotaan turut berkontribusi dalam 

mengurangi kemacetan serta meningkatkan efisiensi mobilitas masyarakat (Susiati et al., 2024). 

Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dalam pengelolaan transportasi publik menjadi krusial 

guna menciptakan sistem yang efisien, terjangkau, aman, dan ramah lingkungan (Rohmah et al., 

2024; Perintah, 2023). Secara normatif, tanggung jawab tersebut ditegaskan dalam Undang-

Undang No. 22 Tahun 2009 serta Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 yang mengamanatkan 

penyediaan layanan transportasi publik yang berkualitas dan berorientasi pada kepentingan 

masyarakat. 

Namun demikian, tantangan transportasi di Indonesia masih cukup signifikan. Data 

Korlantas Polri menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor mencapai 168,2 juta unit 

dengan dominasi sepeda motor sebesar 83,7%, yang mencerminkan tingginya ketergantungan 

masyarakat terhadap kendaraan pribadi (CNA.ID, 2025). Kondisi ini menimbulkan berbagai 

permasalahan seperti kemacetan, rendahnya minat terhadap transportasi umum, serta 

keterbatasan infrastruktur pendukung dan sinergi kebijakan antarlevel pemerintahan (Rohmah 

et al., 2024). 

Fenomena tersebut juga terlihat di Kota Surabaya sebagai kota metropolitan, di mana jumlah 

kendaraan pribadi jauh melampaui angkutan umum. Data BPS (2024) mencatat terdapat 

3.034.754 sepeda motor dan 588.333 mobil penumpang, sementara jumlah bus hanya 4.033 unit. 

Ketimpangan ini menunjukkan bahwa preferensi masyarakat masih berorientasi pada moda 

transportasi individu, yang berdampak pada meningkatnya kemacetan serta menurunnya 

efektivitas sistem transportasi publik. Permasalahan ini diperparah oleh rendahnya kualitas 

layanan angkutan umum, keterbatasan fasilitas, serta minimnya kenyamanan dan keamanan, 

sehingga masyarakat cenderung enggan beralih ke transportasi publik (Novita, 2022). 

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas 

Perhubungan mengembangkan sistem transportasi publik berbasis bus, salah satunya melalui 

Program Suroboyo Bus yang diluncurkan pada tahun 2018. Program ini merupakan inovasi 

transportasi publik yang bertujuan menyediakan layanan yang aman, nyaman, dan terjangkau, 

serta mendukung pengurangan penggunaan kendaraan pribadi. Selain itu, program ini dilengkapi 

dengan berbagai inovasi seperti sistem pembayaran berbasis sampah plastik yang kemudian 

berkembang menjadi non-tunai (QRIS), tarif terjangkau, serta kebijakan afirmatif bagi kelompok 

rentan (Dishub Surabaya, 2025). Pengembangan layanan ini juga didukung oleh integrasi moda 

transportasi seperti Trans Semanggi Suroboyo dan feeder Wirawiri guna memperluas jangkauan 

layanan (Kompas, 2024). 

Meskipun demikian, implementasi Program Suroboyo Bus masih menghadapi berbagai 

kendala. Salah satu permasalahan utama adalah keterbatasan anggaran yang berdampak pada 

penyediaan fasilitas halte, pengembangan rute, serta pemeliharaan armada. Halte permanen yang 

terbatas menyebabkan sebagian besar titik pemberhentian masih berupa bus stop sederhana 

tanpa peneduh, sehingga menurunkan kenyamanan pengguna. Selain itu, keterbatasan fiskal juga 

menghambat perluasan jangkauan layanan serta menyebabkan pemeliharaan armada kurang 

optimal, yang berdampak pada kualitas fasilitas seperti sistem pendingin udara (AC) (Wawancara, 

17 Desember 2025). 

https://issn.brin.go.id/terbit/detail/20230904461231000
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Permasalahan lain yang muncul adalah belum optimalnya sosialisasi program kepada 

masyarakat. Hal ini terlihat dari masih banyaknya pertanyaan masyarakat terkait rute, sistem 

operasional, dan penggunaan layanan, yang menunjukkan bahwa penyebaran informasi belum 

merata. Selain itu, waktu tunggu (headway) yang relatif lama juga menjadi keluhan utama 

pengguna, yang dipengaruhi oleh kemacetan lalu lintas serta belum tersedianya jalur khusus bagi 

bus, sehingga mengurangi efisiensi layanan (Antara News, 2024; Pratama et al., 2024). 

Berbagai permasalahan tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan transportasi 

publik tidak hanya bergantung pada perencanaan, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaan di 

lapangan. Hal ini mengingat bahwa tahap implementasi merupakan tahap yang sangat 

menentukan apakah suatu kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah benar-benar dapat 

dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (Kumalasari & Prabawati, 2022). Oleh karena itu, 

diperlukan analisis yang komprehensif untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi 

keberhasilan maupun hambatan dalam pelaksanaan Program Suroboyo Bus. Dalam hal ini, teori 

implementasi kebijakan George Edwards III menjadi kerangka analisis yang relevan karena 

mampu mengidentifikasi peran komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur 

birokrasi dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Dengan demikian, penelitian 

ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Suroboyo Bus di Dinas Perhubungan 

Kota Surabaya secara sistematis dan mendalam. 

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk 

memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena pelaksanaan Program Suroboyo Bus di 

Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Pendekatan ini dipilih karena mampu menyajikan gambaran 

secara sistematis, faktual, dan akurat terkait realitas implementasi kebijakan di lapangan, serta 

memungkinkan peneliti memahami kondisi secara alami melalui deskripsi rinci berdasarkan 

fakta empiris yang ditemukan (Ultavia et al., 2023; Sugiyono, 2022). Fokus penelitian diarahkan 

pada analisis implementasi kebijakan menggunakan model George Edwards III yang mencakup 

empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur 

birokrasi, guna menilai sejauh mana kebijakan telah dilaksanakan secara efektif sesuai tujuan 

yang ditetapkan. 

Secara operasional, penelitian ini berlokasi di Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang 

berperan sebagai penyelenggara utama Program Suroboyo Bus. Pemilihan lokasi ini didasarkan 

pada pertimbangan bahwa instansi tersebut memiliki peran strategis dalam perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi program transportasi publik, sehingga relevan untuk 

mengkaji dinamika implementasi kebijakan secara komprehensif. 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer 

diperoleh melalui teknik purposive sampling dengan memilih informan yang dianggap memiliki 

pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan program, meliputi staf UPTD 

Pengelolaan Transportasi Umum, staf Bidang Angkutan, pengemudi Suroboyo Bus, serta 

masyarakat pengguna maupun non-pengguna layanan. Sementara itu, data sekunder diperoleh 

dari dokumen resmi, laporan kegiatan, peraturan kebijakan, serta dokumentasi terkait Program 

Suroboyo Bus yang berfungsi untuk memperkuat dan memvalidasi temuan lapangan (Sugiyono, 

2022). 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, 

observasi non-partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi 

secara langsung dari informan terkait pengalaman, persepsi, serta kendala dalam pelaksanaan 

program. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi 
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operasional di lapangan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui bukti 

tertulis maupun visual yang relevan dengan penelitian. 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang berlangsung secara 

simultan sejak proses pengumpulan data hingga tahap akhir penelitian. Tahapan analisis meliputi 

reduksi data, yaitu proses pemilahan dan penyederhanaan data; penyajian data dalam bentuk 

narasi deskriptif; serta penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dilakukan secara terus-menerus 

untuk memastikan validitas temuan (Anggara, 2015; Abdussamad, 2021). Dengan demikian, 

keseluruhan proses analisis dilakukan secara sistematis guna menghasilkan interpretasi yang 

mendalam dan sesuai dengan realitas implementasi Program Suroboyo Bus di Kota Surabaya. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dinas Perhubungan Kota Surabaya merupakan perangkat daerah yang memiliki kewenangan 

dalam penyelenggaraan transportasi publik, termasuk pengelolaan Program Suroboyo Bus. 

Secara historis, kelembagaan transportasi di Indonesia telah mengalami perkembangan sejak 

masa kolonial hingga era otonomi daerah, yang ditandai dengan integrasi beberapa dinas menjadi 

Dinas Perhubungan. Saat ini, organisasi Dinas Perhubungan Kota Surabaya terdiri atas Kepala 

Dinas, Sekretariat, serta beberapa bidang utama, yaitu Bidang Prasarana Transportasi, Lalu 

Lintas, Angkutan, serta Pengawasan dan Pengendalian. Dalam implementasi Suroboyo Bus, 

Bidang Angkutan berperan dalam perencanaan, sedangkan operasional dilaksanakan oleh UPTD 

Pengelolaan Transportasi Umum. 

Program Suroboyo Bus merupakan inovasi transportasi publik yang bertujuan meningkatkan 

kualitas layanan angkutan umum, mengurangi kemacetan, serta menekan polusi udara di Kota 

Surabaya. Program ini juga mengintegrasikan aspek lingkungan melalui sistem pembayaran non-

tunai berbasis penukaran sampah plastik. Berdasarkan perspektif implementasi kebijakan 

(Tachjan, 2006), pelaksanaan program ini melibatkan tiga unsur utama, yaitu pelaksana (Dinas 

Perhubungan), program (layanan transportasi berbasis inovasi), dan kelompok sasaran 

(masyarakat Kota Surabaya sebagai pengguna layanan). Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa 

sebuah kebijakan publik mampu diimplementasikan dengan baik jika diimplementasikan secara 

langsung dalam bentuk program atau sebuah turunan dari kebijakan yang ada. (Utami, dkk., 

2023) 

Secara operasional, Suroboyo Bus melayani beberapa koridor utama, yaitu R1 (Terminal 

Purabaya–Tanjung Perak), R4 (Terminal Purabaya–ITS), dan R5 (Benowo–Tunjungan). Setiap rute 

memiliki jumlah halte yang berbeda sesuai dengan karakteristik wilayah dan tingkat mobilitas, 

dengan rute R4 memiliki jumlah halte terbanyak. Dari sisi tarif, sistem pembayaran dibagi 

menjadi tiket langsung, tiket prabayar, serta tarif tertentu, dengan alternatif pembayaran melalui 

penukaran botol plastik yang telah ditentukan jumlahnya. 

Untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Surabaya 

menyediakan berbagai fasilitas pendukung, seperti titik penukaran sampah plastik yang tersebar 

di beberapa lokasi strategis serta aplikasi GoBis. Aplikasi ini berfungsi sebagai platform digital 

yang menyediakan informasi layanan, seperti pelacakan armada secara real-time, informasi rute 

dan halte, integrasi antar moda, serta sistem pembayaran elektronik. Keberadaan aplikasi ini 

meningkatkan kemudahan akses dan efisiensi layanan bagi pengguna. 

Secara keseluruhan, Program Suroboyo Bus tidak hanya berperan sebagai layanan 

transportasi publik, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan yang mengintegrasikan aspek 

mobilitas perkotaan dan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan 

Dalam penelitian ini, analisis implementasi program Suroboyo Bus menggunakan 

pendekatan teori implementasi kebijakan dari George Edward III, yang menekankan empat 

https://issn.brin.go.id/terbit/detail/20230904461231000
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variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Edward III, 

1980). Keempat variabel tersebut akan dianalisis secara sistematis sebagai berikut: 

1) Komunikasi 

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup tiga indikator penting, yaitu transmisi, 

kejelasan, dan konsistensi (Agustino, 2012). Dari aspek transmisi, hasil penelitian menunjukkan 

bahwa penyampaian informasi kebijakan dilakukan melalui berbagai saluran, baik formal 

maupun informal. Secara internal, komunikasi dilakukan melalui rapat koordinasi, grup 

WhatsApp, serta pengarahan langsung oleh pengawas kepada pengemudi. Mekanisme ini 

memungkinkan informasi kebijakan dan teknis operasional disampaikan secara cepat dan relatif 

seragam kepada pelaksana lapangan. Sementara itu, kepada masyarakat, transmisi informasi 

dilakukan melalui media sosial, khususnya Instagram resmi Suroboyo Bus. Namun demikian, 

keterjangkauan informasi belum merata, terutama bagi masyarakat yang tidak aktif 

menggunakan media sosial, sehingga masih terdapat kelompok non pengguna yang memiliki 

keterbatasan informasi terkait layanan. 

Dari aspek kejelasan, Dinas Perhubungan Kota Surabaya telah menyampaikan informasi 

kebijakan secara rinci dan terstruktur, mencakup rute, jadwal operasional, halte, serta ketentuan 

teknis lainnya. Informasi tersebut dipahami dengan baik oleh pelaksana lapangan dan tidak 

menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, kejelasan informasi 

kepada masyarakat juga didukung melalui aplikasi GoBis yang menyediakan informasi rute, lokasi 

halte, dan estimasi waktu kedatangan secara digital. Meskipun demikian, tidak seluruh 

masyarakat memanfaatkan aplikasi tersebut, sehingga tingkat pemahaman pengguna masih 

bervariasi. 

Dari aspek konsistensi, implementasi komunikasi kebijakan dinilai cukup baik. Hal ini 

terlihat dari adanya perencanaan pengembangan rute secara berkelanjutan hingga tahun 2029 

serta penyampaian informasi layanan yang dilakukan secara seragam dan berkesinambungan. 

Konsistensi juga tercermin dalam stabilitas aturan operasional, tarif, serta standar pelayanan 

yang relatif tidak banyak berubah. Dari sisi pelaksana dan pengguna, kondisi ini memudahkan 

adaptasi terhadap layanan. Namun demikian, masih terdapat kendala pada aspek ketepatan 

waktu kedatangan bus, terutama pada jam sibuk, yang menunjukkan bahwa konsistensi 

pelayanan belum sepenuhnya optimal. 

2) Sumber Daya 

Dalam model implementasi kebijakan George C. Edward III, sumber daya merupakan faktor 

penting yang menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan, meliputi staf, wewenang, dan 

fasilitas (Agustino, 2012). 

Dari aspek staf, hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia dalam Program 

Suroboyo Bus terdiri dari ASN dan non-ASN yang berada di bawah UPTD Pengelolaan 

Transportasi Umum (PTU). Jumlah pegawai serta kru operasional (driver dan helper) telah 

disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing rute. Rekrutmen tenaga operasional tidak hanya 

mempertimbangkan aspek teknis, tetapi juga aspek sosial, yaitu memprioritaskan pengemudi 

angkutan kota yang terdampak. Selain itu, penerapan sistem kerja berbasis shift serta 

pengawasan melalui pengawas lapangan dan teknologi GPS mendukung kelancaran operasional 

dan keselamatan. Dari perspektif pengguna, keberadaan driver dan helper dinilai memberikan 

rasa aman, kenyamanan, serta kemudahan selama perjalanan, sehingga menunjukkan bahwa 

sumber daya staf telah dikelola secara cukup memadai. 

Dari aspek wewenang, implementasi Program Suroboyo Bus menunjukkan adanya 

pembagian kewenangan yang jelas dan terstruktur. Dinas Perhubungan Kota Surabaya melalui 

Bidang Angkutan memiliki peran dalam perencanaan dan perizinan, sedangkan UPTD 
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Pengelolaan Transportasi Umum bertanggung jawab atas operasional harian. Pada tingkat 

pelaksana, wewenang juga dibedakan secara tegas antara driver, helper, dan pengawas. Driver 

berfokus pada pengoperasian kendaraan, helper pada pelayanan penumpang dan pembayaran, 

serta pengawas pada fungsi pengendalian operasional. Kejelasan pembagian wewenang ini 

memudahkan koordinasi, meningkatkan ketertiban layanan, serta mendukung efektivitas 

implementasi kebijakan. 

Sementara itu, dari aspek fasilitas, ketersediaan sarana dan prasarana telah mendukung 

operasional layanan, namun belum sepenuhnya optimal. Armada Suroboyo Bus telah disesuaikan 

dengan karakteristik rute, termasuk penggunaan bus berkapasitas besar, sedang, hingga armada 

berbasis listrik sebagai upaya keberlanjutan. Selain itu, fasilitas di dalam bus seperti kursi 

prioritas menunjukkan adanya perhatian terhadap aspek inklusivitas. Namun, keterbatasan 

anggaran dan usia armada yang relatif tua menjadi kendala utama dalam pemeliharaan, yang 

berdampak pada penurunan kenyamanan, seperti gangguan pendingin udara dan kerusakan 

teknis lainnya. 

Pada sisi prasarana, fasilitas halte belum tersedia secara merata dan masih didominasi oleh 

bus stop sederhana tanpa peneduh. Kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan fiskal serta kendala 

teknis lokasi, sehingga pembangunan halte dilakukan secara bertahap dengan skala prioritas 

pada titik dengan tingkat permintaan tinggi dan simpul integrasi. Keterbatasan fasilitas halte 

berdampak langsung pada kenyamanan penumpang, terutama saat kondisi cuaca ekstrem, dan 

menjadi salah satu sumber keluhan pengguna. 

3) Disposisi 

Dalam model implementasi kebijakan publik George C. Edwards III (dalam Agustino, 2012), 

disposisi atau sikap pelaksana merupakan variabel penting yang memengaruhi keberhasilan 

implementasi kebijakan. Disposisi mencakup sikap, komitmen, dan kecenderungan perilaku 

pelaksana dalam menerima serta menjalankan kebijakan. Keberhasilan implementasi tidak hanya 

ditentukan oleh pemahaman terhadap tugas, tetapi juga oleh kesediaan pelaksana untuk 

melaksanakan kebijakan secara konsisten dan bertanggung jawab. 

Aspek Pengangkatan birokrat dalam Program Suroboyo Bus menunjukkan adanya upaya 

pemerintah dalam membentuk sikap pelaksana yang profesional dan berintegritas. Hal ini tidak 

hanya dilakukan melalui mekanisme struktural, tetapi juga melalui pembinaan langsung oleh 

pimpinan daerah.  

Dalam arahan tersebut, Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan larangan terhadap pungutan liar, 

perilaku tidak tertib, serta penyalahgunaan narkoba dan minuman keras. Penegasan ini 

menunjukkan komitmen pemerintah dalam membentuk pelaksana yang berintegritas, 

profesional, dan bertanggung jawab, serta didukung dengan penerapan sanksi tegas bagi 

pelanggaran. 

Secara struktural, pengangkatan aparatur dilakukan sesuai dengan kewenangan organisasi. 

ASN ditetapkan melalui mekanisme penunjukan oleh pimpinan sesuai struktur birokrasi, 

sedangkan pelaksana operasional seperti driver dan helper direkrut oleh UPTD Pengelolaan 

Transportasi Umum. Proses rekrutmen ini tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan 

operasional, tetapi juga aspek sosial, yaitu dengan memprioritaskan pengemudi angkutan kota 

yang terdampak kebijakan. 

Selain itu, rekrutmen juga memperhatikan kualifikasi teknis dan pelayanan, seperti 

kepemilikan SIM B2 Umum bagi pengemudi serta kemampuan pelayanan dan pemahaman sistem 

pembayaran digital bagi helper. Dengan demikian, proses pengangkatan birokrat tidak hanya 

berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan organisasi, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan 

disposisi pelaksana yang selaras dengan tujuan kebijakan. 

https://issn.brin.go.id/terbit/detail/20230904461231000
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Aspek insentif merupakan instrumen yang dapat memengaruhi perilaku pelaksana 

kebijakan. Pemberian insentif berfungsi untuk meningkatkan motivasi, kepatuhan, dan 

konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan. 

Namun, dalam implementasi Program Suroboyo Bus, insentif finansial saat ini tidak lagi 

diberikan karena keterbatasan anggaran, meskipun pada awal program sempat diterapkan. 

Meskipun demikian, pelaksana tetap menunjukkan komitmen dalam menjalankan tugasnya. 

Kondisi tersebut didukung oleh data peningkatan jumlah penumpang yang disajikan pada 

Tabel berikut. 

Tabel 1 Jumlah Penumpang disetiap Rute Suroboyo Bus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dinas Perhubungan, 2025 

 

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah penumpang pada rute R1 mengalami peningkatan dari 

tahun ke tahun, sementara rute R4 dan R5 menunjukkan pertumbuhan signifikan sejak mulai 

dioperasikan. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja pelaksana tetap optimal dan mampu 

meningkatkan minat masyarakat terhadap layanan. 

4) Struktur Birokrasi 

Struktur birokrasi dalam implementasi Program Suroboyo Bus menunjukkan bahwa dua 

indikator utama dalam teori George C. Edwards III, yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) dan 

fragmentasi, telah berjalan relatif baik, namun masih terdapat beberapa kendala dalam 

pelaksanaannya. 

Dari aspek SOP, Dinas Perhubungan Kota Surabaya telah memiliki pedoman operasional yang 

jelas dan terstruktur, mencakup pengaturan jadwal keberangkatan (time table), batas kecepatan 

maksimal, kewajiban berhenti di halte, sistem pembayaran, serta tata cara penggunaan layanan. 

Keberadaan SOP ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah memenuhi unsur 

kejelasan prosedural, sebagaimana yang ditekankan oleh Edwards III. Selain itu, adanya 

dukungan teknologi seperti GPS dan sistem alarm kecepatan juga memperkuat pengawasan 

terhadap kepatuhan pelaksana di lapangan. 

Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan ketidaksesuaian antara SOP dan 

kondisi operasional, khususnya pada aspek kepatuhan terhadap time table. Keterlambatan 

keberangkatan yang disebabkan oleh faktor eksternal seperti kemacetan dan kepadatan 

penumpang menunjukkan bahwa SOP yang ada belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika 

lalu lintas perkotaan. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun SOP telah tersusun dengan baik, 

efektivitas implementasinya masih dipengaruhi oleh faktor situasional di lapangan. 

No 
Tahu

n 

Jumlah 

Penum

pang 

R1 

Jumlah 

Penum

pang 

R4 

Jumlah 

Penump

ang R5 

1 2022 1,611,4

15 

- - 

2 2023 1,692,3

81 

- - 

3 2024 1,993,2

77 

41,257 - 

4 Nove

mber 

2025 

1,810,5

39 

780,360 47,281 
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Sementara itu, dari aspek fragmentasi, pembagian tugas dan kewenangan dalam Program 

Suroboyo Bus telah terdistribusi secara jelas antara unit organisasi maupun pelaksana lapangan. 

Dinas Perhubungan melalui Bidang Angkutan berperan dalam perencanaan dan regulasi, 

sedangkan UPTD Pengelolaan Transportasi Umum bertanggung jawab atas operasional. Di 

tingkat lapangan, pembagian peran antara pengemudi, helper, dan pengawas juga berjalan secara 

spesifik dan terstruktur. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa fragmentasi dalam implementasi kebijakan telah 

mendukung efisiensi dan efektivitas kerja, karena setiap aktor memiliki tugas dan tanggung jawab 

yang jelas. Hal ini sejalan dengan pandangan Edwards III bahwa pembagian tugas yang tepat 

dapat memperlancar pelaksanaan kebijakan. Selain itu, fragmentasi yang terkelola dengan baik 

juga mampu meningkatkan koordinasi serta mengurangi potensi tumpang tindih kewenangan. 

Meskipun demikian, fragmentasi juga berpotensi menimbulkan hambatan apabila 

koordinasi antarunit tidak berjalan optimal. Dalam konteks Suroboyo Bus, potensi tersebut relatif 

kecil karena adanya sistem pengawasan berbasis teknologi dan pembagian tugas yang tegas. 

Namun, ketergantungan pada banyak aktor tetap memerlukan koordinasi yang konsisten agar 

tidak menimbulkan kesenjangan implementasi di lapangan. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi dalam implementasi 

Program Suroboyo Bus telah memenuhi indikator utama dalam teori Edwards III, terutama dari 

segi kejelasan SOP dan pembagian tugas (fragmentasi). Akan tetapi, efektivitas implementasi 

masih perlu ditingkatkan melalui penyesuaian SOP yang lebih fleksibel terhadap kondisi lapangan 

serta penguatan koordinasi antarunit pelaksana. 

 

SIMPULAN  

Implementasi Program Suroboyo Bus di Dinas Perhubungan Kota Surabaya dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif serta kerangka analisis model implementasi 

kebijakan George C. Edwards III. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Suroboyo Bus telah berjalan dan 

memberikan kontribusi nyata dalam penyediaan layanan transportasi publik perkotaan. Namun 

demikian, efektivitas implementasi program tersebut masih menghadapi sejumlah keterbatasan 

pada beberapa indikator implementasi kebijakan. 

Ditinjau dari indikator komunikasi, implementasi Program Suroboyo Bus menunjukkan 

bahwa proses penyampaian kebijakan telah dilakukan secara berlapis dan sistematis. Transmisi 

informasi kebijakan kepada pelaksana internal dilaksanakan melalui rapat koordinasi, 

pengarahan oleh pengawas, serta pemanfaatan media komunikasi digital seperti grup WhatsApp, 

sehingga informasi teknis operasional dapat diterima dengan cepat dan relatif seragam oleh 

pengemudi dan helper. Dari sisi kejelasan, instruksi yang diberikan oleh Dinas Perhubungan dan 

pengawas lapangan dinilai cukup jelas dan mudah dipahami oleh pelaksana, sehingga tidak 

menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Konsistensi komunikasi juga 

terlihat dari stabilitas aturan operasional, rute, dan jam layanan yang relatif tidak sering berubah, 

sehingga memudahkan pelaksana dalam menjalankan tugas secara berkelanjutan. 

Namun, dari sisi komunikasi kepada masyarakat sebagai sasaran kebijakan, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa transmisi informasi belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan 

masyarakat. Pemanfaatan media sosial dan aplikasi layanan seperti GoBis memang membantu 

sebagian pengguna dalam memperoleh informasi yang jelas mengenai rute dan halte, tetapi 

masih terdapat masyarakat non pengguna yang tidak terjangkau oleh media tersebut. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa meskipun komunikasi kebijakan telah berjalan, efektivitasnya masih 

bersifat terbatas dan belum sepenuhnya inklusif. 

https://issn.brin.go.id/terbit/detail/20230904461231000
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Berdasarkan indikator sumber daya, implementasi Program Suroboyo Bus didukung oleh 

ketersediaan sumber daya manusia yang relatif memadai. Pembagian peran antara aparatur sipil 

negara, pegawai non-ASN, pengemudi, helper, dan pengawas telah disesuaikan dengan kebutuhan 

operasional dan dijalankan sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku. Sistem rekrutmen 

pengemudi dan helper yang memprioritaskan pengemudi angkutan kota terdampak 

mencerminkan adanya orientasi sosial dalam kebijakan, sekaligus menjaga keberlanjutan mata 

pencaharian masyarakat. Pengaturan kerja berbasis sistem shift serta pengawasan melalui 

pengawas lapangan dan teknologi GPS turut mendukung kelancaran operasional dan 

keselamatan layanan. 

Meskipun demikian, keterbatasan sumber daya fasilitas menjadi kendala utama dalam 

implementasi program. Kondisi armada yang sebagian telah berusia tua serta keterbatasan 

anggaran pemeliharaan berdampak pada meningkatnya gangguan teknis dan menurunnya 

kenyamanan penumpang, terutama terkait fasilitas pendingin udara. Selain itu, keterbatasan 

fasilitas halte yang masih didominasi oleh bus stop tanpa peneduh menyebabkan 

ketidaknyamanan bagi penumpang saat menunggu bus, khususnya pada kondisi cuaca panas dan 

hujan. Temuan ini menunjukkan bahwa sumber daya fisik belum sepenuhnya mampu mendukung 

kualitas pelayanan yang optimal. 

Dari indikator disposisi atau sikap pelaksana, penelitian menunjukkan bahwa pelaksana 

Program Suroboyo Bus pada umumnya memiliki sikap yang mendukung pelaksanaan kebijakan. 

Pengemudi, helper, dan pengawas memahami tugas serta tanggung jawab masing-masing dan 

menunjukkan komitmen dalam memberikan pelayanan kepada penumpang. Sikap ramah, 

kepatuhan terhadap standar operasional prosedur, serta kesediaan membantu penumpang 

mencerminkan orientasi pelayanan publik yang cukup kuat. Pembentukan sikap pelaksana juga 

diperkuat melalui arahan langsung pimpinan daerah serta pembekalan mengenai integritas, 

keselamatan, dan pelayanan. Namun, ketiadaan insentif finansial dalam jangka panjang 

berpotensi memengaruhi motivasi pelaksana, meskipun dalam praktiknya pelaksana tetap 

menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh. 

Selanjutnya, ditinjau dari indikator struktur birokrasi, implementasi Program Suroboyo Bus 

telah didukung oleh pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dan terstruktur. Dinas 

Perhubungan Kota Surabaya berperan sebagai penanggung jawab kebijakan, Bidang Angkutan 

menjalankan fungsi perencanaan dan perizinan, sedangkan UPTD Pengelolaan Transportasi 

Umum bertanggung jawab atas pengelolaan operasional harian. Pada tingkat pelaksana lapangan, 

pembagian tugas antara pengemudi, helper, dan pengawas telah ditetapkan secara tegas, sehingga 

memudahkan koordinasi dan mencegah tumpang tindih kewenangan. Kejelasan struktur 

birokrasi ini berkontribusi pada tertibnya pelaksanaan layanan di lapangan. 

Ditinjau dari indikator fragmentasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi 

Program Suroboyo Bus melibatkan banyak unit organisasi dengan fungsi dan kewenangan yang 

berbeda. Pelaksanaan program tidak hanya berada di bawah satu unit kerja, melainkan tersebar 

antara Dinas Perhubungan Kota Surabaya sebagai penanggung jawab kebijakan, Bidang Angkutan 

yang menangani perencanaan dan pengaturan teknis, UPTD Pengelolaan Transportasi Umum 

sebagai pelaksana operasional harian, serta pihak-pihak lain seperti pengemudi, helper, dan 

pengawas lapangan. Kondisi ini menunjukkan adanya fragmentasi kewenangan dalam 

pelaksanaan kebijakan. 

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Suroboyo Bus di Dinas 

Perhubungan Kota Surabaya telah berjalan cukup baik dan menunjukkan komitmen pemerintah 

daerah dalam menyediakan layanan transportasi publik. Namun, efektivitas implementasi 

kebijakan tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih dihadapkan pada kendala 
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komunikasi kepada masyarakat, keterbatasan fasilitas, ketepatan waktu layanan, serta 

keterbatasan anggaran. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan 

transportasi publik tidak hanya bergantung pada kejelasan kebijakan dan struktur organisasi, 

tetapi juga pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya secara 

berkelanjutan dan menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan masyarakat perkotaan. 

 

SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Program Suroboyo Bus di Dinas 

Perhubungan Kota Surabaya, secara umum program ini telah berjalan dengan baik. Namun, agar 

pelayanan Suroboyo Bus dapat berjalan lebih optimal dan semakin dirasakan manfaatnya oleh 

Masyarakat. 

1) Optimalisasi Anggaran dalam Mendukung Implementasi Program Suroboyo Bus. Dinas 

Perhubungan Kota Surabaya disarankan untuk melakukan perencanaan anggaran yang lebih 

terarah dan berbasis prioritas, terutama pada aspek yang langsung berdampak pada 

pelayanan seperti perawatan armada dan ketepatan waktu layanan. Selain itu, diperlukan 

upaya mencari alternatif sumber pendanaan, seperti kerja sama dengan pihak swasta atau 

pemanfaatan skema kemitraan, guna mendukung keberlanjutan operasional Suroboyo Bus. 

Efisiensi penggunaan anggaran juga perlu ditingkatkan melalui evaluasi rutin terhadap biaya 

operasional agar penggunaan dana lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada 

peningkatan kualitas layanan 

2) Penambahan Armada untuk Ketepatan Waktu Layanan. Lamanya waktu tunggu (headway) 

terjadi karena jumlah armada yang masih terbatas, terutama pada jam sibuk dan saat ada 

bus yang rusak. Hal ini membuat jadwal (time table) sering tidak sesuai dengan waktu 

kedatangan bus di halte. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan Kota Surabaya disarankan 

menambah armada secara bertahap, khususnya pada rute dengan penumpang terbanyak. 

Penambahan armada ini perlu disesuaikan dengan data jumlah penumpang dan tingkat 

kepadatan setiap rute. Dengan jumlah bus yang lebih banyak, waktu tunggu dapat 

dipersingkat, jadwal menjadi lebih tepat waktu, dan kenyamanan penumpang dapat 

meningkat. 

3) Mengoptimalkan Informasi Layanan melalui Media Sosial. Penyampaian informasi melalui 

media sosial resmi Suroboyo Bus, khususnya Instagram, perlu lebih dioptimalkan. Informasi 

mengenai keterlambatan bus, perubahan rute sementara, atau gangguan layanan sebaiknya 

disampaikan secara cepat dan jelas agar penumpang tidak kebingungan dan dapat 

menyesuaikan rencana perjalanan.  

4) Mengoptimalkan Penempatan Petugas Informasi di Halte. Dinas Perhubungan Kota Surabaya 

disarankan menempatkan petugas informasi di beberapa halte yang ramai penumpang. 

Petugas ini bertugas membantu penumpang dengan memberikan informasi tentang rute, 

jadwal kedatangan bus, dan sistem pembayaran, sehingga penumpang, terutama pengguna 

baru, dapat lebih mudah memahami layanan Suroboyo Bus. 
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